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PEMERINTAH IGBUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

..'--'.-"--6--'5

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No, 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan,30651

Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Websit '0rg

Email : bppm,kab,oki@gmail'com / bppm-ka cn-27{i33 01s

KEPUTUSAN KEPAI,A BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR'

Nomor : 021 /PTSP-BPPM /IOSS 12016

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan pssdi.{ikqtr fi.embaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lcmbaran Negara RI Nomor 5105);

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK TANIA ISDS
DESA PURWO ASRI KECAMATAN LEMPUING JAYA

IGBUPATEN OGAN I(OMERING ILIR

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR'

^. bahwa dalam rangka menjamin kepastian ttl$-n1 dan kelancaran oPerasional

Taman l(analc - fGiak tanii tcids pesa R,rrwo ASri t{pca'qqtan I'empuing Jaya ltub'

OKI, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasioaal;

b.

dilakukan verifikasi;
c. bahwa P ak - Kanak l(ecarnatan

kmpuin h memenuhi l(ePutusan

Menteri Nomor : O6 Fendidikan

Sekolah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangSn set

diatas, Perlu menetaPkqn
Modal tentang Izin OPeras
Kecamatan Irmpuing Jaya l(abupaten

: 1' 
,n**et'" 

RI Tahrrrl 1Q$9 Nomor
t

2, Undarrg-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ' Sistem ikan
'Nasionil ltrmb-aran Negara Rl Tahun 2003 No Tambah aran

Negara RI Nomor a4371;

3. Undang-Undang Nomor 23
(Lembaran Negara RePublik
Lembaran Negara RePublik
beberapa,kali diubah tehakhir d
tentang Perubahan Kedua atas U
Pemerintahan Daerah (temb
Nomor 58, Tambah4n l*mbaran N

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan llukunr Pend-idikan

(6mba-ran Negaara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan l-enrbaran l{egara'

Republik Indonesia Nomor a965);

S. peraturan Femerintah Nomor 38 tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah trhbupaten/I(ota ([em Re lndonesia
Tahun 20O7 Nomor 82, Tambatran tembaran lik eia Nornor

aBTl;

6. peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan
'( tembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tarnbaharr Lembalan neganr RI

Nomor 4864);

Menimbang

Mengingat



{t!i i tr'rrr? ?d1#4rY -

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

:{ETIGA

:€EMPAT

-2-

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7l Tahun 2009 tentang
Mekanisme pendirian Badan Hukum Pendidikan yang rnenl'cienug-araken

Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Hii"ir.\rtli.qil9;qera

Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Ferrr;rr.iri' *rrr;

9. I(eputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2OO2 tenter,ri. irr't:,'lslt'tcr'(-$

Pendirian sekolah:

lo. Peraturan Daerah Kabupaten ogan Komering Ilir Nomor 5 f .': , ' .' '" i ,' ' ':

Pembentukan O Tata l(erja 1r,7.r1;t;;'4 i :

Ogan Komering Daerah l(abuplrc:i
2008 Nomor 5 )s ah diubah deni;,rtn l'eraf iriii:i
ogan Komering Ilir Nomor 3 tahun 2015 tentsng Peni'ratti.,: ' -' I ,.'
Dlerah I(abupaten Ogan Komering llir Nomor 5 tahur: : : :'::
pembentukan organisasi dan Tata Kerja klrnbaga Teknis D*.. l' . ,. :t 1. ::

ogan l(omering llir,(Lembaran Daerah l(abupaten ogan Koll:retr'.: r':' i''l ":':

2OO8 Nomor 5)

1 I . Peraturan Bupati n ogan Komering Ilir Nomor. 1 5 Tahun 2(108 tt,rr { " I ! r; i ' I'r:riliilt

tugas dan F\rngsi badan Perizinan dan Penamanan Modal tr(al.r'i.:;,,":''i: i rr:irrl

I(omering llir.

Komering IIir;

r l.t, i_: ij

lr;i i 'l
::i1,:. i

MEMUTUSKAN:

Memberikan lzin Operasional Taman Kanak-kanak Tania lGels De;*a i}tirurc Asri
I(ecamatan kmpuing Jaya IGbupaten Ogan Komering trlir"

Pemberian lzin Operasional sebagian dimaksud paria dil<l-rlra $rl:l'" r,"r':..r\' riii'r:i:ii',

ketentuan :

l. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan "su$ii]'':x' perrllri i'.'i't : ,;r; 11 ;:{rilir-

menjamin kesinambungan dan l(elanc.aralr' +!j::'l'kpir"it :', '

selama 5 (lima) tahun;
2. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan tiarana da:l trifl$t+"::: i:r' : r-': .i':.'.:r'li:.

sesuai dengan standar pelayanan minimal;

3. yayasan atau badan penyelengggra sekolah dilarang memi[ki jatr'.i1Ltt i:an;;r.:loia
organisasi sekolah;

4, apltita terjadi pengintegrasian sekolah, perubahan bentuk ureru $i!i-r turlg*i

"ikotah 
p"nyetenggara wajib mengajukan izin kepada Badar: ::'rr:;,!:''i:lr ,:iriJ.l

Penanaman Modal setelah mendapat, rekOmendeei *iEti -,-.r,,.:-.' r-!iJ'!i:1:

Pendidikan;
5. Penyelenggara sekolah Wajib melgporkux;. S)eri(er{{ijtt.,,r." l{,r'.1;,ilir':

penyelenggaraan sekolah setiap semester kepe,nJ.il- i,!',tF+tj !r.l;i:i;rii:,i 1rr..:.,,:.r l;i;i''r "

Pendidikan.

Apabila sekOlah yang bersa asi I iliri ii.irr':',i !1,:ar.rr

melapor ke Dinas Pendidikan llir se t.;r ' I ;ri "1:'r'i
enam bulan sebelum dilaksakan pemindahannya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ket.:,n"i-ur!in apa"bila
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikurl s.:irlr!;'.;tiirrrr"ti{t

mestinya.

Ditetaokan {ii Hj,rr'i."1,!,,- ,,

padA tij'i'ii:.rir+"i" {,:'i ':' : " '
an. Bupari ll..l;.,-,.1"q ]i-;.t,.i;,,,, ;.'

l:-;::sal \'-.i :


